
a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang mempengaruhi pergeseran asumsi kebijakan 

umum APBD, keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan tahun anggaran sebelumnya 

harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan,maka perlu dilakukan 

Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud daJam huruf a, perlu membentuk 

Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten 

Sumba Timur Tahun Anggaran 2019;~ 

Menimbang 

BUPATI SUMBA TIMUR, 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBA TIMUR 

NOMOR 4 TAHUN 2019 

TENT ANG 

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 
KABUPATEN SUMBA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2019 

BUPATI SUMBA TIMUR 

PROVINS! NUSA TENGGARA TIMUR 

• • 
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1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat JI dalam 
Wilayah Dacrah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Baral dan Nusa Tenggara Timur 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 1655); 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3312). sebagairnana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang 
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3569); 

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indoensia Nomor 3688), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 
Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea 
Perolehan Hak Alas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 
Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688); 

4. Undang-Undang Nomor 28 Tuhun 1999 tentang Penyelenggara Negara. yang Bersih dan Bebas 

dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 

75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2003 Nomor 4 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4355);l 

• • 
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12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587).sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 

Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Irdonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679 );~ 

7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

8. Undang-Undang Nornor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4421); 

9. Undang-Undang Nornor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah 

Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5049); 

11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ten tang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lernbarar, Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lernbaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5234); 

• 
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13. Pera tu ran Pemerintah Nomor 65 Tahun 200 l ten tang Pajak Daerah (Lcrnbaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 
4138); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Rclribusi Dacrah (Lcmbaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Rcpublik Indonesia 
Nomor 4139); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tcntang Kedudukan Protokolcr dan Keuangan 
Pimpinan dan Anggola Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lcmbaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 4416), 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemcrintah Nomor 21 Tahun 
2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang 
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4712); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Sadan Layanan 
Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 450'.~); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tuhun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4503); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4575); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem lnformasi Keuangan Daerah 
(Lembaran Negara Republik lnd1nesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4576);~ 

• • 



J 

20. Peraturan Pemerintah Nornor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan 
Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 

21. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja lnstansi 
Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lernbaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 

22. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara 
Pemerintah, Pcmerintahan Dacrah Provinsi dan Perncrintahan Daerah Kabupaten/Kota 
(Lembar::in Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tarnbahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4737); 

23. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem PengendaJian Interen Pemerintah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara 
Rcpublik Indonesia Nomor 4890); 

24. Pera tu ran Pemcrintah Nomor 18 Tahun 2016 ten tang Perangkat Daerah (Lcmbaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5887); 

25. Peraturuu Pemerintali Nomor 12 Tahun 2L 17 lentang Pembinaan dan Pengawasan 
Penyelenggaraan Pemerintahan Dacru h (Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 
Nomor 73,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 6041); 

26. Peraruran Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 ten tang Hak Keuangan dan Administratif 

Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dacrah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2017 nomor 106,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057); 

27. Peraturan Pernerintah Nomor 12 Tahun 2019 ten tang Pengelolaan Keuangan Dae rah (Lembaran 

Negara Republik lndolsia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6322); ~ 

• • 
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· Peruturan Merueri Dnlam Negcri Nomor 13 Tahun 2006 tcntang Pcdornan Pcngelolaan Keuangan 
Dacrnh, sebngaimnna telah diubah bcbcrapa kali tcrakhir dcngan Pcraturan Men cri DaJam 
Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ten tang Pcrubahun Kcdua Atas Pcraturan Mcnteri Dalarn {egeri 
Nomor 13 Tahun 2006 tcntang Pcdoman Pengelolaan Kcuangan Dacrah; 

29. Peraturan Menteri Dalam Ncgcri Nomor 32 Tahun 2011 ten tang Pedornan Pcrnbcrian Hibah dan 
Bantuan Sosial yang Ber surnber dari Anggaran Pcndapatan dan Belanja Dacrah, scbagairnana 
tclah diubah bebcrapa kali terakhir dcngan Pcraturan Mcntcri Dalam Negcri omor 123 Tahun 
2018 tcntang Perubahan l<ccrnpal Alas Pcr atura n Mcntcri Dalam Ncgcri Nomor 32 Tahun 201 
tentang Pedornan Pcmbcrian Hibah dun Bantuan Sosial y8ng Bcrsumbcr dari Anggaran 
Pendapatan dan Bclanja Dacrah ; 

30. Perat uran Merucri Dalarn Negcri Nomor 62 Tahun 2017 lcntang Pengelompokan Kemampuan 
Keuangan Dacrah serta Pclaksanaan dan Pcrtanggungjawaban Dana Operasional [Berita 'i egara 
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067); 

31. Peraturan Mcntcri Dalam Ncgcri Nomor 38 Tahun 2018 ten tang Pcdoman Pcnyusunan Anggaran 
Pend a pa tan dan Bclanjn Dae rah Tahun Anggaran 2019 (Bcrita Negara Republik Indonesia Tahun 
2018 Nomor 701); 

32. Peraturan Daerah Kabupaicn Su111bn Timur Nornor 1 Tahun ~005 tcntang Kedudukan Protokoler 

dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Pcrwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumba 
Timur (Lembaran Daerah Kabupatcn Sumba Timur Tahun 2005 Nomor 1, Tarnbahan Lembaran 

Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 111), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Surnba Timur Nomor 23 Tahun 2006 tentang Perubahan 

Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 1 Tahun 2005 tentang 
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

Kabupaten Sumba Timur (Lcmbaran Daerah Kabupaten Sumba Ttmr Tahun 2006 Nomor 51, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 138);W 

• • 
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Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Timur! Tahun 2014 
Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 546); ~ 

Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 406), sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 10 Tahun 2011 ten tang Retribusi Jasa 

Nomor 42, Tambahan 

161); 

34. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok 
Pengelolaan Keuangan Oaerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun 2010 

Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 181); 

35. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun 2010 Nomor 209, Tambahan Lembaran 
Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 198); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 1 Tahun 2017 ten tang Perubahan Atas Peraturan 
Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran 
Daerah Ka bu paten Sumba Timur Tahun 2017 Nomor 25,Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Sumba Timur Nomor 685); 

36. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 16 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak 
Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun 2010 Nomor 210, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 199); 

37. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa 
Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun 2011 Nomor 215, Tambahan 

33. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan 
Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Sumba Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba 
Timur Tahun 2008 Nomor 151 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 

) 

• • 
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38. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha 

(Lcmbaran Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun 2011 Nomor 216, Tambahan Lembaran 

Daerah Kabupaten Surnba Timur Nornor 407); 

39. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Perijinan 

Tertentu (Lernbaran Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun 2011 Nomor 217, Tambahan 

Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 408); 

40. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan 

Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun 2013 

Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Ka bu paten Sumba Timur Nomor 483); 

41. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 6 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan 
administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah 
Kabupaten Sumba Timur Tahun 2017 Nomor 36, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 

Sumba Timur Nomor 696); 

42. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 5 Tahun 2018 tentang Anggaran 
Pendapatan Jan Belanja Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun Anggaran 20 19 (Lembaran 
Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun 2018 Nomor 37, Tambahan Lembaran Daerah 

Kabupaten Sumba Timur Nomor 759); 

43. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 3 Tahun 2019 ten tang 
Pertangggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten 

Sumba Timur Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Trur Tahun 2019 
Nomor 31 ,Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 796);tJ' 

• • 
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Pasal I 
Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan : 
1. Daerah adalah Kabupaten Sumba Timur 

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sumba Timur 
3. Bupati adalah Bupati Sumba Timur 

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
Kabupaten Sumba Timur. 

5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Da~rah r~ng selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Kabupaten Sumba Timur~ 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJ, 

DAERAH KABUPATEN SUMBATIMUR TAHON ANGGARAN 2019. 

Menetapkan : 

BUPATI SUMBA TIMUR 

dan 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 
KABUPATEN SUMBATIMUR 

Dengan Persetujuan Bersama 

• • 
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Jumlah pengeluaran setelah perubahan 

Jumlah Pembiayaan Netto setelah perubahan 

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran setelah perubahan 

0,00 
29.624.125. 759,961 

oo,ooj{ 

29.624.125.759,96 

Rp l.286.517.077.942,96 

Rp I 29.624.125.759.96 l 

Rp l.256.892.952.183,00 

Rp 

Rp 

Rp 

Rp 

0,00 

0 00 

Rp 

Rp 

1. Semula 
2. Bertambah 

Jumlah penerimaan setelah perubahan 
b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah 

Rp 53.641.605.93 l,95 

Rp 124.017.480.171.99) 

a. Penerimaan Pembiayaan Daerah 
1. Sern u ln 

2. Berh.-urang 

Rp l .304.944.288.304,95 

Rp ( 18.427.210.361 991 
Jumlah belanja setelah perubahan 
Surplus/(Defisit) 

Jumlah pendapatan setelah perubahan 
Rp 5.590.269.810.00 

Rp 1.25 l .302.682.373,00 

3. PEMBIAYAAN 

a. Semula 
b. Berkurang 

2. BELANJA 

Anggaran Pend Pasal 2 
apatan dan Belanja Daerah T . 

l. PENDAPATAN ahun Anggaran 2019 mengalamt perubahan dcngan rincian ucbug;,,i licrikul: 
a. Semuta 

b. Bertambah 

• 
BAB II 

RUANG LINGKUP 

• 



6.283.021.700,00l Rp 

20.231.000.000,00 Rp 

Jumlah retribusi daerah setelah perubahan 

Rp 5.652.373.700,00 
Rp 630.648.000.00 

b. Retribusi Daerah 
1. Semula 
2. Bertambah 

Jumlah pajak daerah setelah perubahan 

Rp27 .773.550.000,00 
Rp ( 7 .542.550.000,00) 

(2) Pendapatan asli daerah scbagaimana dirnaksud pada ayat ( 1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan : 

a. Pajak Daerah 
I. Semula 
2. Berkurang 

Rp 186.367.330.826,00 

Rp 970.418.385.000,00 

Rp 100.107.236.357,00 

• 

Jumlah dana perimbangan setelah perubahan 

c, Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah 
1. Semula Rp182.417.097.433,00 
2. Bertambah Rp 3.950.233.393 00 

Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah 
setelah perubahan 

Rp971.041. l07 .000,00 
Rp ( 622.722.000,00) 2. Berkurang 

Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan 
b. Dana Perimbangan 

1. Semula 

Rp 97.844.477.940,00 
Rp 2. 262.758.417.00 

Pendapatan Dacrah sebagaimana dimal<sud 

a. Pendapatan Asli Daerah 
1. Semula 
2. Bertambah 

dalarn Pasal 2 angka 1 terdiri dari : 

Pasal 3 (l) 

• 



Rp 300.744.lll.OOO,ool 

Rp 656. 773.858.000,00 

Rp 12.900.416.000,00 

Jumlah dana alokasi khusus setelah perubahan 

Rp30 l .363.814.000,00 
Rp ( 619.703.000.001 2. Berkurang 

Jumlah dana alokasi umum setelah perubahan 
c, Dana Alokasi Khusus 

1. Semula 

Rp656.773.858.000~0 
Rp 0,00 

b. Dana Alokasi Umum 
1. Semula 
2. Bertambah 

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat ( l) huruf b terdiri dari jenis pendapatan : 
a. Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak 

l. Semula Rp 12.903.435.000,00 
2. Berkurang Rp (3.019.000.00) 

Jumlah dana bagi hasil pajak/bukan pajak 
setelah perubahan 

Rp 62.417.034. 705,00 

Rp 11.176.179.952,00 

• 
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan 

1. Semula Rp 12.000.000.000,00 2· 
Berkurang Rp ( 823.820.048.00) 

J~1?lah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang 
d.ip1sahkan setelah perubahan 

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah 
1. Semula Rp 52.418.554.240,00 
2. Bertambah Rp 9.998.480.465,00 

Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah 
setelah perubahan 

• 



0,00~ Rp 

Rp 125.908.849.000,00 

Rp 25.402.281.826,00 

0,00 
0.00 

Jumlah Dana Insentif Daerah (DID) 

Rp 
Rp 

l. Semula 
2. Bertambah 

d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 
l. Semula Rp 125.908.849.000,00 
2. Bertambah Rp 0.00 

Jumlah dana penyesuaian dan otonomi khusus 
setelah perubahan 

e. Dana Insentif Daerah (DID) 

c, Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintahan Daerah lainnya 
l. Semula Rp 20.798.248.433,00 
2. Bertambah Rp 4.604 .033.393.00 

Jumlah dana bagi hasil pajak dari provinsi dan 
pemerintah daerah lainnya setelah perubahan 

0,00 Rp 

35.056.200.000,00 Rp 

Jumlah dana darurat setelah perubahan 

0,00 
0.00 

Rp 
Rp 

b. Dana Darurat 

1. Semula 
2. Bertambah 

2. Berkurang Rp 35.710.000.000,00 
Rp ( 653.800.000.00\ 

Jumlah pendapatan hibah setelah perubahan 

Lain-lain pendapatan daerah an ah . . 
Y gs sebagaimana dimaksud pada ayat (I) huruf c tcrrliri d11ri jcnin pcndnpatn11 : 

a. Pendapatan Hibah 

1. Semula 

• 
(4) 

• 



0,00~ Jumlah belanja subsidi setelah perubahan 

Rp 
Rp 

0,00 

0,00 
0,00 

Rp 

0,00 
0,00 

Rp 

Rp 
Rp 

Jumlah belanja bunga setelah perubahan 

c. Belanja Subsidi 
1. Semula 
2. Bertambah 

Rp 398.536.194.333,18 Jumlah belanja pegawai setelah perubahan 

b. Belanja Bunga 
1. Semula 
2. Bertambah 

Rp 399.111.376.581,95 
Rp ( 575. 182.248,77) 

(2} Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayal ( 1) huruf a tcrdiri dari jenis belanja : 

a. Belanja Pegawai 
1. Semula 
2. Berkurang 

Rp 680.907.374.223,00 Jumlah belanja langsung setelah perubahan 
Rp I 9.197.098.966,00l 2. Berkurang 
Rp 690.104.473.189,00 

Rp 605.609.703.719,96 -Jumlah belanja tidak langsung setelah perubahan 

b. Belanja Langsung 
1. Semula 

Rp 614.839.815.115,95 
Rp { 9.230.1 I 1.395,99} 

Pasal 4 B 1 · e anja Daerah sebar,aim ct· ak 6 ana im sud dalam Pasal 2 angka 2 tcrdiri dari : 
a. Belanja Tidak Langsung 

l. Semula 
2. Berkurang 

(1) 

• • 



79 .345 .609 .896 .OD~ Rp 

5.260.651.616,78 Rp 

Rp 193.134.055.600,00 

2.651.402.170,00 Rp 

2.520.000.000,00 

3.507.400.000,00 

Rp 

Rp 

• 

Jumlah belanja pegawai setelah perubahan 

Rp { 4.188.003.120 00) 
Rp 83.533.613.016,00 

Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan 

293.437 .04 7 ,22) Rp 2. Berkurang 

Jumlah belanja bantuan keuangan kepada 
pemerintahan desa setelah perubahan 

h. Belanja Tidak Terduga 
1. Sernula Rp 5.554.088.664,00 

Rp ( 8.000.301.900,00) 2. Berkurang 

Jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan 

£. Belanja Bagi Hasil kepada Pemerintahan Desa 
1. Sernula Rp 3.342.592.370,00 

2. Berkurang Rp ( 691.190.200,00) 

Jumlah belanja bagi hasil kepada pemerintahan desa 
setelah perubahan 

g. Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintahan desa 
1. Sernula Rp 201.134.357.500,00 

Rp 0,00 2. Bertambah 
2.520.000.000,00 Rp 

Jumlah belanja hibah setelah perubahan 

e. Belanja Bantuan Sosial 
1. Semula 

3.177.400.000,00 

330.000.000,00 

Rp 

Rp 

d. Belanja Hibah 
1. Semula 
2. Bertambah 

• 

(3) Belanja Langsung sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja: 
a. Belanja Pegawai 

1. Semula 
2. Berkurang 



29.615.804.273,96L Jumlah sisa lebih perhitungan anggaran sebelumnya Rp 

Setelah perubahan 

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (I) huruf a terdiri dari jenis pernbiayaan : 

a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Sebelumnya setelah perubahan 
l. Semula Rp 53.566.605.931,95 
2. Berkurang Rp ( 23.950.801.657,99) 

Jumlah penerimaan setelah perubahan Rp 29.624.125.759,96 

b. Pengeluaran 
l. Semula Rp 0,00 
2. Bertarnbah Rp 0,00 

Jumlah pengeluaran setelah perubahan Rp 0,00 

Rp 53.641.605.931,95 
Rp ( 24.017.480.171,99) 

a. Penerimaan 
1. Semula 
2. Berkurang 

Pasal 5 

{ l) Pembiayaan Daerah sebagaimana dirnak su d daJarn Pasal 2 angka 3 terdiri dari : 

Rp 306.042.365.148,00 Jumlah belanja modal setelah perubahan 

Rp 315.533.732.843,00 
Rp ( 9 .491.367 .695,00) 

Rp 295.519.399.179,00 Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan 

c. Belanja Modal 
1. Semula 
2. Berkurang 

Rp 291.037.127.330,00 
Rp 4.482.271.849,00 

b. Belanja Barang dan Jasa 
1. Semula 
2. Bertambah 

• • 



Rp 

8.321.486,00 Rp 

0,00 Rp 

0,00 

0,00 

Jumlah pembentukan dana cadangan setelah perubahan 

0,00 Rp 
0,00 Rp 

Rp 
Rp 0,00 

0,00 

Jumlah penerimaan kembali pemberian pinjaman 
sct elah perubaban 

f. Penerimaan Piutang Daerah 
1. Sernula 
2. Bertambah 

75.000.000,00 

Jumlah penerimaan pinjaman daerah setelah perubahan 
e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman 

l. Sernula Rp 
2. Berkurang ~R=p~{-~6~6~·~6_78~.5~1_4~,0~0~) 

0,00 Rp 
0,00 Rp 

Jumlah pencairan dana cadangan setelah perubahan Rp 
c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan 

1. Semula Rp 0,00 
2. Bertambah Rp 0,00 

Jumlah hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan 
setelah perubahan Rp 

d. Penerimaan Pinjaman Daerah 
l. Sernula 
2. Bertambah 

0,00 
0,00 

Rp 
Rp 

b. Pencairan Dana Cadangan 
1. Semula 
2. Bertambah 

• 

Jumlah penerimaan piutang daerah setelah perubahan Rp 0,00 

(3) Pengeluaran sebagaimana climaksud pada ayat ( l) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan : 
a. Pembentukan Dana Cadangan 

l. Semula 
2. Bertambah 



2. Lan.pir an JI. 
3. Lampiran Ill. 

4. Lampiran IV. 

5. Lampiran V. 

Pasal 6 

Uraian lebih lanju t tcrkait Pcrubahan Anggaran Pcridapatan dan Bclanja Daerah Kabu pa en Surnba Timur sd,ag.:,· ;,-..::_ 
dimaksud dalam PasaJ 2, lercantum dalarn lampiran I sarnpai dcngan lampiran IX yang rnerupakan bagiai yang ·...:ak t~':Y.z..~ 
dari Peraturan Daerah ini yang terdiri dari : 

1. Lampiran I. Ringkasan Rancangan Perubahan APBD; 
Ringl.asan Rancangan Pcrubahan ,\PBD mcnuru, Uru san Pemei intahan Daerar. dan Org.aIUS<L:,· S~~; 
Rincian Rancangan Perubahan APBD rncnurut Urusan Pernerintahan Daerah, Organisasr S!{PD, P=dzp2~. 
Belanja dan Pembiayaan; 
Rekapitulasi Rancangan Perubahan Belanja mcnurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKn) Pre-gram 
dan Kegiatan; 
Rckapitulasi Rancangan Perubahan Bclanja Dacrah Unruk Kesclarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan 
Dacrah dan Fungsi dalarn Kcrangka Pcngelolaan Keuangan 1 egara; 

6. Lampiran VJ. Daftar Pcrubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan; 
7. Lampiran Vil. Laporan Kcuangan Pemerintah Daerah yang telah ditctapkan dengan peraruran daerah; 
8. Lampiran VJI!. Daftar Kegiatan-kcgiatan tahun anggaran sebclumnya yang belurn diselesaikan clan dianggarkan kembali dalam 

tahun anggaran ini; dan \ 
9. Lampiran IX. Daftar Pinjaman Dacrah dan Obligasi Daerah~ 

0,00 Rp 

0,00 Rp Jumlah pembayaran pokok utang setelah perubahan 
d. Pemberian Pinjaman Daerah 

l. Semula Rp 0,00 
2. Bertarnbah Rp 0,00 

Jumlah pemberian pinjaman daerah setelah perubaha.n 

2. Bertambaj, 
0,00 
0,00 Rp 

Rp 

0,00 Rp Jumlah penyertaan modal setclah perubahan 
c. Pembayaran Pokok Utang 

1. Semula 

0,00 
0 ,00 

Rp 
Rp 

b. Penyertaan Modal 
l. Scmula 

2. Bcnambah 

• 



' LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMBA TIMUR TAHUN 2019 NOMOR :!JG ll NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBA TIMUR PROVINS! NUSA TENGGARA TIMUR 

gkan di Waingapu 
ggal ~ <.,tPrfM~€lL J-019 
ARISDAERAH 

ATEN SUMBA TIMUR, 

Ditetapkan di Waingapu 
pada tanggal 5 S-€PlcMe,€?- ;}()\9. 

juPATISUMBATIMUR 

Pasal 8 

Peraturan Daerah ini . A . mutai berlaku pada tanggal diundarsgkan 
gar setiap orang m ah . · enget umya memerintahk Daerah Kabupaten Sumba Timur.' an pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran 

K 
Pasa17 

etentua.n Lebih L . anjur menge · 
Kabupaten S b . nai pelaksanaan Per um a Tirnuj- sebagai land . aturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Bel · 0 asan operasio al! lak anja aerah n pe sanaan Bupati wajib menetapkan Peraturan Bupati. 

• • 
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Bahwa dengan ditetapkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,sebagaimana telah 

diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang 

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, memberi kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung 

jawab untuk memberdayakan masyarakat serta meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan 

pelayanan kemasyarakatan serta untuk merrindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan 

Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 

Keuangan Daerah, maka sangat perlu pengelolaan keuangan yang baik dan beriar sehingga dipandang perlu melakukan 

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Da,rah Kabupaten Sumba Timur Tahun Anggaran 2019 yang disesuaikan 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.~ 

I. UMUM 

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 
KABUPATEN SUMBA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2019 

ATAS 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBATIMUR 

NOMOR 4 TAHUN 2019 

TENT ANG 

PENJELASAN 

• 
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